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Bataro Imawan (B111 12 137). Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan 
Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa. Studi kasus tahun 2013-2015.   
(di bawah bimbingan H.M.Said Karim selaku pembimbing I dan Haeranah selaku 
pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak serta bagaimana upaya 
penanggulangannya. Kejahatan perkosaan terhadap anak yang terjadi di indonesia. 
 
Dari setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masalah ini terkadang dianggap 
sebagai masalah kecil apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain seperti 
korupsi, pembunuhan dan lain-lain. Padahal apabila mengetahui lebih dalam 
mengenai efek negatif dari kejahatan perkosaan terhadap anak justru jauh 
mengahancurkan masa depan anak yang menjadi korbannya serta merampas 
secara paksa hak-hak asasi anak tersebut. Karena anak merupakan sumber potensi 
yang akan meneruskan pembangunan negara ini. Jika kejahatan perkosaan 
terhadap anak terus terjadi maka akan rusak terus generasi muda ini. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan dalam membahas 
permasalahan menggunakan metode penelitian ini yang digunakan dalam 
membahas permasalahan menggunakan metode penelitian teknik pengumpulan 
data kepustakaan dan wawancara pada sumber hukum yaitu pihak kepolisian dan 
pihak lembaga pemasyarakatan. 
 
Kejahatan Perkosaan terhadap anak merupakan suatu perbuatan persetubuhan 
dengan cara paksa ataupun kekerasan terhadap anak dan ada juga Kejahatan 
Perkosaan terhadap anak yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan 
melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain demi pemenuhan hasrat 
seksualnya, oleh karena itu penekanan angka Kejahatan Perkosaan terhadap anak 
merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk 
perlindungan terhadap anak dari pelakunya salah orang lain. peran penekanan 
tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat, penegak hukum beserta pemerintah yang 
dapat melakukan sesuatu upaya dalam menekan angka kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak, upaya tersebut dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu faktor 
penyebabnya seperti faktor lingkungan, kebudayaan ekonomi, media, maupun 
kejiwaan seorang pelaku, setelah itu memikirkan langkah dalam menanggulanginya 
seperti pencegahan dan upaya penanggulangan jika terjadi kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak. 
 
















Bataro Imawan (B111 12 137). Overview criminological About Rape Crimes Against 
Children in Gowa. The case study year 2013-2015. (Under the Supervision of 
H.M.Said Karim as a supervision I and II as a supervision II Haeranah). 
 
This study aims to determine the factors that cause of the crime of rape against 
children and how efforts to overcome. The crime of rape against children that 
occurred every year has increased in Indonesia.  
 
Sometimes This problem is considered a minor problem when compared with other 
crimes such as corruption, murder and others. Whereas if deeper understanding of 
the negative effects of the crime of rape against children is far broked the future of 
children who become victims as well as forcibly seize the human rights of the child. 
Because children are a source of potential that will continue to develop this country. 
If the crime of rape against children continues to happen it will be broken continue 
this young generation. The method used in this study are used by discussing the 
problems of using this research method used in discussing the problems of using the 
method of file collection techniques of research literature and interviews on the 
source of the law is the police. 
 
Crime Rape of a child is an act of sexual intercourse by force or violence against 
children and there is also a crime Rape of a child who does not use coercion or 
violence but by guile, the lure and the other for the fulfillment of sexual desires, 
therefore the emphasis numbers of crimes rape of a child is a very appropriate step 
in doing a form of protection of children from one culprit to others. the role of 
suppression can be done by the community, law enforcement and governments to 
do something effort to reduce the number of crimes of rape against children, the 
effort begund with firstly  known contribution factors such as environmental factors, 
culture, economy, media, and an offender psychological, after that thinking of 
overcoming such steps in the prevention and control efforts in the event of rape 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa 
Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa 
dan Negara dimana yang akan datang. Agar kelak mereka perlu 
mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal,baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. 
Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradox. Secara ideal, anak 
adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real situasi anak 
Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya 
diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta 
bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan 
menyedihkan. Anak masih terus mengalami kekerasan. 
Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan 
disejahterakan, perlu dididik, dan dibina. Massa kanak-kanak seharusnya 
penuh keceriaan, bermain dibawah sinar matahari, bukannya hidup dalam 
mimpi menakutkan yang bersumber dari kegelapan jiwa1. 
 Dengan demikian untuk mewujudkan cita-cita yang dikehendaki 
perlu adanya kaderisasi yang berkesinambungan sejak anak dilahirkan 
siap untuk melanjutkan dan atau mewujdkan cita-cita masyarakat adil dan 
                                                             
1 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, hlm. 7 
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makmur. Hal ini erat pula hubungannya dengan pembentukan dan 
pembinaan suatu tata kehidupan dan keperibadian anak yang mampu 
menghiyanati falsafah hidup bernegara. Telah tersirat dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang 
tanggung jawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta 
pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali. Kondisi anak di 
Indonesia tidak menjadi lebih baik setiap harinya. Meski ada hari anak 
nasional, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Lembaga 
Perlindungan Anak, ada Negara, ada orang tua, namun anak tetap 
merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan yang dapat dikatakan 
sebagai unfinished agenda (agenda yang tidak terselesaikan). 
 Kekerasan terhadap anak sangat mengerikan kita dengar dan 
mungkin karna itu pula, kita lebih suka menutup mata. Namun sejauh kita 
menghindar, sedekat itu pula kenyataan itu terjadi pada anak-anak di 
Indonesia. Kekerasan anak-anak di Indonesia sering kali diidentikkan 
dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual, 
padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (structural) juga 
membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak karena kekerasan 
terhadap anak atau child abuse dapat terentang mulai dari yang bersifat 
fisik (physical abuse) hingga seksual (sexual abuse) dari yang bermata 
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psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi 
kekerasan sruktural. 
 Permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena 
dialami oleh manusia yang berkemampuan fisik, mental, dan sosialnya 
masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang 
dihadapinya lebih tragis lagi jika yang dicermatinya bahwa dalam berbagai 
kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak 
seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang 
tua/keluarga. 
 Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan 
hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai, sebaliknya 
mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan 
perlakuan tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak manapun anak yang 
dinilai rentang terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan 
seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka 
tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar, agar kelak dikemudian 
hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost generation). 
 Dengan demikian, terasa janggal jika masih ada pihak-pihak yang 
mengabaikan keberadaan sang anak. Karenananya segala bentuk tindak 
kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Dalam keyataannya 
masih ada kejahatan kekerasan tehadap anak yang sering terjadi dalam 
masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Gowa. Peristiwa 
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kekerasan terhadap anak dewasa ini begitu marak menghiasasi Koran 
lokal maupun nasional. Di kabupaten Gowa jumlah kekerasan terhadap 
anak sepanjang Tahun 2015 berjumlah 148 kasus, dari data tersebut 
bentuk kekerasan yang mempunyai rating dilihat dari bentuk kekerasan 
adalah pemerkosaan terhadap anak. Hal ini menunjukkan masih 
banyaknya insensitas kekerasan yang terjadi pada anak2. 
 Untuk mengkaji kejahatan kekerasan dalam bentuk pemerkosaan 
terhadap anak tersebut, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan 
penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan 
masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan 
yang dimiliki untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap 
anak. 
 Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya bentuk kekerasan 
terhadap anak tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji masalah kejahatan pemerkosaan Terhadap anak di Kabupaten 
Gowa kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan Judul : “Tinjaun 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Di 
Kabupaten Gowa” (Tahun 2013-2015)” 
 
 
                                                             
2 Berdasarkan Hasil survey Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Makassar,Banjarmasin 
Post,co,id,Senin 13 Juli 2015 
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B. Rumusan Masalah 
 Menyadari luasnya permasalahan hukum yang menyangkut 
kekerasan terhadap anak, maka penulis membatasi pokok 
permasalahannya sebagai berikut : 
1. Fakor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa ? 
2. Bagaimanakah upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak 
terkait khususnya aparat Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan 
dalam menangulangi Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di 
Kabupaten Gowa? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan : 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mempelajari dan menganilisis factor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap 
anak yang terjadi di Kabupaten Gowa. 
b.   Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh 
Pihak Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dalam 





2. Kegunaan penelitian : 
Yang menjadi Kegunaan dari Penelitian dalam hal ini adalah : 
a. Kegunaan Teoritis, yakni dapat berguna bagi pengembagan 
ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya 
serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian 
selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan 
dengan kejahatan pemekosaan terhadap anak dikabupaten 
Gowa. 
b. Kegunaan praktis, Yakni penelitian ini diharapkan mampunyai 
nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan 
penegakan hukum atau dalam hal ini dapat menjadi acuan dan 
perbandingan bagi pihak-pihak yang akan meneliti masalah-
masalah tentang kejahatan pemerkosaan terhadap anak di 
Kabupaten Gowa serta diharapkan dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan yang kiranya dapat mempengaruhi upaya 
penanganan kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak di 
Kabupaten Gowa guna menicptakan keamanan, ketertiban baik 









1. Pengertian Kriminologi 
  Secara etimologi, istilah kriminoligi berasal dari kata crime 
dan logos. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu 
pengetahuan. 
  Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih 
tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab 
dan akibat kejahatan3.  
  Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 
pengertian kriminologi penulis akan mengutip beberapa pendapat 
pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa 
Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan megenai kejahatan 
sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup 
kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi 
sosial atas pelanggaran hukum4. Noach mendefinisikan kriminologi 
yaitu Ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab musabab, dan 
                                                             
3 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6 
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52 
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akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela5. Sedangkan 
menurut Savitri dan John  bahwa : 
 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan 
metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa 
keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab 
musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan 
penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya. 
         Bonger menyatakan bahwa6 : 
 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejalaa – gejala kejahatan seluas-luasnya 
(kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi 
teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan 
pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari 
gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala 
tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya. 
 Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas oleh 
Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu 
kriminolgi, yakni7 : 
a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai 
perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat 
yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan 
norma-norma hukum. 
b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan 
pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial 
                                                             
5 Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 83 
6 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21 
7 Soedjono Dirjosisworo, Kriminologi Suatu Pengantar, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28 
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yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi 
kejahatan. 
Lain halnya dengan pendapat Rusli Effendy merumuskan 
kriminologi sebagai berikut8 : 
Objek kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, 
tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan 
apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu 
timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah 
disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milleu) 
baik keadaan sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan 
agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan 
pencegahan disamping pemindahan. 
Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang 
dikemukakan oleh para pakar-pakar hukum pidana di atas, nampak 
mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun 
variasi bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat 
perbedaan, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian 
kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap 
kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan 
mengupayakan menanggulanginya dengan cara membina dan 




                                                             
8 W.A Bonger , Opcit, hlm 10 
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2. Pengertian kejahatan 
  Menurut J.E.Sahetapy) Salah satu persoalan yang sering 
muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah 
kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak 
asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan 
kejahatan, ternyata tidak ada pendapat yang seragam, hal ini 
dikarenakan pengetian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai 
kehidupan masyarakat9. 
  Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHPidana) dibedakan antara tindak pidana kejahatan dengan 
tindak pidana pelanggaran. Pembagian ini sangat penting karena 
mendasari seluruh sistem pidana kita sekalipun akan ditinggalkan 
dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan 
KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilihan tersebut juga 
dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam 
pembedaan sanksi pidana dan atau cara proses peradilannya, bila 
tindak pidana itu adalah pelanggaran diancam dengan pidana ringan 
saja. Namun menurut Jan Remmlink meyakini bahwa pelanggaran 
secara “esensial tak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut 
pandang sistem yang kuantitatif, kurang berat dibandingkan tindak 
pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. 
                                                             
9 J.E Sahetapy, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 3 
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  Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan 
manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang 
membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland 
menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang 
dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan 
Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan 
hukumnya sebagai pamungkas10. 
  Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa 
dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan 
mempelajari noma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga 
tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung 
dalam undang-undang11. Selain dari pada itu perlu juga 
memperhatikan rumusan Arif Gosita yakni mengenai pengertian 
kejahatan, yaitu : 
Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling 
mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa 
kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan 
undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat 
menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta 
dianggap jahat. 
Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada  
                                                             
10 Topo Santoso, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14 
11 Ibid, hlm. 100 
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hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 
pengertian12: 
1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis : 
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan 
masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-undang 
pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan 
pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan 
adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan 
ketentuan-ketentuan KUHP. 
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis : 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain 
kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku 
yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan 
masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang 
keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam 
undang-undang maupun yang belum tercantum). 
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis : 
Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia 
dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan 
                                                             
12 Ibid, hlm. 100 
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dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun 
korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat. 
3. Pengertian Pemerkosaan  
Perkosaan adalah suatu tindak pidana dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk 
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan perkosaan menurut Pasal 
285 KUHP yang berbunyi :  
  barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang 
bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karna 
memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 
tahun”  
 
Yang diancam hukum pidana menurut pasal ini adalah 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 
yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, pembuat undang-
undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan 
hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk menentukan 
hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh bukan 
semata-mata oleh karna paksaan dari seorang perempuan terhadap 
laki-laki dipandang tidak mungkin tetapi justru karna perbuatan itu 
bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu buruk atau 
merugikan. 
  Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa 
sehingga akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa mau 
melakukan persetubuhan itu, termasuk dalam pengertian pasal ini, 
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persetubuhan itu, termasuk dalam pengertian pasal ini, 
persetubuhan harus benar-benar dilakukan, apabila tidak mungkin 
dapat dikenakan pada Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. 
4. Pengertian Pemerkosaan Menurut KUHP 
  Kejahatan perkosaan bukan merupakan jenis kejahatan 
yang baru, kejahayan tersebut sama tuanya dengan peradaban 
manusia. Seiring dengan perkembangan peadaban maka kejahatan 
perkosaan turut mengalami perubahan dengan berbagai modus 
operandi di dalam KUHP dan RUU KUHP. 
Menurut Pasal 285 KUHP bahwa : 
a). Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya unsur paksaan 
atau diluar kehendak wanita. 
b). Korban perkosaan tidak dibedakan berdasarkan criteria : usia,fisik 
maupun status (dewasa,anak-anak,kawin,belum kawin,dan 
lainnya). 
c). Sanksi maximal terhadap pidana selama 12 tahun  
d). Tidak   mencantumkan perlindungan bagi korban perkosaan. 
Menurut Pasal 423 RUU KUHP : 
a). Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan diluar nikah 
b). Perkosaan dapat terjadi walau tidak ada unsur paksaan 
c). Telah mencantumkan criteria perbedaan korban berdasarkan : 
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usia, fisik maupun status (dewasa, anak-anak, kawin, belum 
kawin, dan lainnya). 
d). Sanksi minimal terhadap pelaku adalah pidana selama 3 tahun 
maksimal adalah pidana 12 tahun  
5. Pengertian Anak 
Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa dan 
belum berumah tangga (melaksanakan pernikahan) sering dipakai 
untuk menunjukkan keeadaan dimana seorang secara yuridis atau 
secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-
perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan. 
Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering 
menimbulkan kesimpangan siuran pendapat di antara para ahli 
hukum, salah satu diantaranya adalah beberapa maksimum batas 
umur yang ditentukan bagi seorang anak. 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa :  
Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (depalan belas) 
tahun, termasuk anak dalam kandungan. Kaitannya dengan 
ketentuan tersebut, oleh Poerwadarminta  mengklasifikasikan batas 
usia seseorang sebagai berikut13 : 
a. Remaja adalah, mulai dewasa sudah sampai umur untuk kawin. 
b. Muda (tentang anak laki-laki dan anak perempuan). 
                                                             
13 W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 81 
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c. Mulai dewasa yaitu mulai tumbuh rasa cinta 
Lain halnya pendapat Romli Atmasasmita bahwa Lama di 
tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang 
itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 
perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-
anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 
tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk anak laki-laki, seperti di 
Amerika, di Indonesia atas dasar biologis batas umur 18 tahun 
yang lebih cepat14. 
Zakaria Drajat menyatakan bahwa Masa 19 tahun antara usia 
13 tahun dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, 
dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala 
bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, 
cara berifikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa15. 
Memperhatikan uraian anak yang belum dewasa menurut 
peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan 
dengan beberapa pendapat dari ahli ahli hukum, maka dapatlah 
dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah 
seseorang yang berumur dibawah 18 tahun serta termasuk anak 
yang masih dalam kandungan ibunya. 
 
 
                                                             
14 Romli Atmasasmita, Opcit, hlm. 34 
15 Abuhuraerah, Opcit, hlm. 10 
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B. Jenis-jenis Kejahatan  
Maritn R.Haskall dan Lewis Yabionsky mengemukakan ada 4 
(empat) kategori yang mencakup hamper semua pola-pola kekerasan, 
yakni16: 
1. Kekerasan illegal  
Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. 
Seperti seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan 
atau intensitas pelau kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. 
Termasuk didalamnya juga kekerasan yang dibenarkan secara legal, 
misalnya dalam sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan untuk 
mempertahankan diri. 
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi 
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat 
dukungan terhadap atau sanksi sosial. Misalnya tindakan kekerasan 
suami atas pensinah akan memperoleh dukungan sosial. 
3. Kekerasan rasional 
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada 
sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 
konteks kejahatan, Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu 
kejahatan terorganisasi. 
Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa 
orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan 
                                                             




terorganisasi yaitu kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacur serta 
lalu lintas narkotika, secara tradisional menggunakan kekerasan 
untuk mencapai hasil lebih dari orang-orang lingkungannya tersebut 
dan kekerasan dalam kejahatan terorganisasi17 “inexorable, spare, 
and businesslike,an enterprise deriving its rationale from the 
exigencies situation”. 
4. Kekerasan tidak berperasaan “Ilegal, nonsanctioned, irrational 
violence”  
Kekerasan tidak berperasaan yang terjadi tanpa adanya provokasi 
terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada 
umumnya korban tidak dikenal. Dapat digolongkan kedalamnya 
adalah apa yang dinamakan “raw violence” yang merupakan 
ekspresi lengsung dari gangguan psikis seseorang pada saat 
tertentu dalam kehidupannya. 
  Dalam perumusan KUHPidana oleh R. Soesilo kekerasan pada 
Pasal 89 dijelaskan bahwa : “yang disamakan melakukan kekerasan itu 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, lemah”. 
 Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Soesilo  Melakukan kekerasan 
artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan 
dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini membuat orang menjadi 
                                                             
17 Ibid, hlm 122 
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pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar 
akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain, 
sehingga orang tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak 
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki 
dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga 
orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui 
apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang 
dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak 
boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam 
pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan 
membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan. 
 Kemudian dalam KUHPidana, kekerasan yang dapat digolongkan 
sebagai suatu kejahatan adalah : 
1. Kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 285 KUHPidana  
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338, Pasal 350 
KUHPidana 
3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 
KUHPidana 
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian dan atau luka berat 




5. Kejahatan pencurian dengan pemberatan, Pasal 361 KUHPidana 
 Mengingat begitu banyaknya jenis kejahatan kekerasan yang diatur 
dalam KUHPidana, sekaligus penulis mempersempit ruang lingkup 
penulisan skripsi ini, maka penulis hanya membahas kejahatan kekerasan 
seperti yang tercantum diatas yaitu kejahatan kekerasan berupa 
pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana. 
C. Jenis Jenis Pemerkosaan 
Dalam hal ini jenis jenis pemerkosaan antara lain : 
1. Sasidstic rape (pemerkosaan sadis) pada pemerkosaan jenis ini, 
seksualitas dan agresis terpadu dalam bentuk kekerasan yang 
sifatnya merusak, pelaku pemerkosaan nampak menikmati 
kesenangan erotic bukan melalui seksnya melainkan melalui 
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 
2. Anger rape (kemarahan pemerkosaan) yakni penganiyaan seksual 
yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan 
melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan, tubuh 
korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku 
memproyeksikan pemecahan atas frustasi, kelemahan, dan 
kekecawaan hidupnya. 
3. Domination rape (dominasi pemerkosaan) yakni pelaku unjuk gigi 
atas kekuasaan dan superioretisnya terhadap korban, tujuannya 
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun 
memilikinya secara seksual. 
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4. Sedukative rape (pemerkosaan menggoda) hal ini terjadi pada 
situasi-sitasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah 
pihak pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal 
harus dibatasi, tetapi pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan 
bahwa wanita membutuhkan paksaan oleh karna tanpa paksaan ia 
akan merasa bersalah menyangkut seks atau pelaku berpandang 
bahwa memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang dia 
inginkan. 
5. Expoloitstion rape (eksploitasi pemerkosaan) yang menunjukkan 
pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang 
diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan 
keperawanan, posisi wanita yang tergantung padanya secara 
ekonomis atau sosial atau dalam kasus wanita di perkosa suaminya 
karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. 
  Kelima jenis pemerkosaan tersebut mencerminkan perbedaan-
perbedaan baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku 
maupun motifasi dalam melakukan kekerasan terhadap kaum wanita.18 
 Untuk membuktikan adanya persetubuhan dan kekerasan pada 
kasus pemerkosaan harus ada tanda sebagai berikut : 
1. Tanda adanya pesetubuhan. 
    Tanda penetrasi sesuai dengan masuknya benda tumpul kedalam  
     Vagina (alat kelamin wanita) yaitu : 
                                                             
18 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. hlm 109 
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a. Adanya tanda robekan selaput darah (hymen) pada vagina (bagi 
wanita perawan) 
b. Adanya tanda kekerasan di vulva (bagian luar kelamin wanita) 
c. Adanya jaringan lendir (Epitel) vagina dipenis (Zakar)  pria pelaku 
d. Adanya kemungkinan penyakit kelamin. 
2. Tanda kekerasan tergantung pada kasusnya dengan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Adanya luka tangkisan, cekikan, dan usaha perlawanan  
b. Adanya tanda-tanda bekas pingsan, tak berdaya atau pengaruh 
obat tertentu. 
c. Adanya benda bukti biologis pelaku.19 
Adapun unsur-unsur delik Pasal 285 KUHP yaitu : 
1. Si pembuatnya harus laki-laki dan korbanya harus wanita. 
2. Harus digunakan cara kekerasan dan ancaman. 
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya. 
4. Bersetubuh dengan ia (lelaki itu) 
   Meskipun di dalam rumusan undang-undang tidak mensyaratkan 
keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan 
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan 
dicantumkan unsur memaksa didalam rumusan pasal tersebut, kiranya 
sudah jelas bahwa delik pemerkosaan seperti yang dimaksud Pasal 285 
KUHP ini harus dikakukan dengan sengaja. 
                                                             
19 Ibid, hlm. 109 
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   Agar dapat menyatakan bahwa seorang yang didakwa melanggar 
larangan yang di atur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai 
kesengajaan melakukan delik pemerkosaan disidang pengadilan yang 
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa baik penuntut umum maupun 
hakim.  
 Menurut lamintang harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai  kekerasan 
2. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan 
memakai kekerasan 
3. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa 
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa yang di paksa itu adalah 
seorang wanita yang bukan istrinya 
5. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang di paksa untuk 
dilakukan oleh wanita itu adalah mengadakan hubungan kelamin 
dengan dirinya di luar perkawinan 
 Apabila dari salah satu kehendak atau maksud dan pengetahuan 
terdakwa tersebut di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak 
ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti 
mempunyai kesengajaan dalam melakukan delik yang ia dakwakan 
kepadanya dan hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan 
hukum bagi terdakwa 20 
 
                                                             
20 Ibid, hlm. 110 
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D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan 
   Peradaban manusia dari tahun ketahun terus mengalami 
perkembangan, hal demikian diikuti dengan kemajuan pengusaha 
teknologi, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan 
banyak masalah-masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut 
juga berpengaruh pola prilaku indvidu lainnya. Banyak pribadi yang 
mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang 
ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, 
ketegangan, ketakutan dan prilaku-prilaku lain yang akhirnya melanggar 
norma formal. Akibatnya orang lalu mengembangkan pola prilaku 
menyimpangan dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri 
dengan mengedapankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak 
lain. 
   Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia 
akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusila sepanjang 
masa hal demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan perkosaan bukan 
suatu jenis kejahatan baru. Permunculannya tidak saja dalam masyarakat 





                                                             




E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Menurut Beberapa Teori  
    Dalam ilmu kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat 
mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu22 :  
1. Teori kriminologi dari Persfektif Biologis  
a. Lahir sebagai penjahat (born criminal). 
Born criminal dari Cesare Lamborso (1835-1909) lahir dari 
ide yang di ilhami oleh teori darwin tentang evolusi manusia. 
Disini Lamborso membantah tentang sifat free will yang 
dimiliki manusia. Doktrin atavisme, menurutnya cukup 
membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh 
nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-
waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat 
jahat pada manusia modern. 
  Ajaran inti dalam penjelasan awal Lamborso tentang 
kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe 
keanehan dan keganjilan fisik, yang berbeda non crimminil 
dalam hal ini Lamborso juga mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang 
termanifestasikan kedalam karakter fisik yang merefleksikan 
suatu bentuk awal dari evolusi. Berdasarkan hasil 
                                                             
22 Alam A.s, Pengantar Kriminologi, Pusat Refleksi, hlm 34-35 
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penelitiannya Lamboroso kemudian mengklasifikasikan 
penjahat kedalam 4 golongan yang diantaranya yaitu : 
1. Born criminal, Yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme 
2. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai 
hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan 
menggangu kemampuan mereka dalam membedakan 
yang benar dan yang salah contohnya, kelompok idiot. 
Embisil, atau paranoid. 
3. Occasional criminal, atau criminoloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus 
sehingga mempengaruh pribadinya. 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakan karena marah,cinta,atau karena 
kehormatan. 
b. Tipe fisik 
   Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di jerman, 
krechmer mengidntifikasi empat tipe fisik yaitu : 
a) Asthenic : Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang 
berhubungan dengan schizophrenia (gila) 
b) Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar. 
c) Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah 
luas 
d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi 
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c. Disfungsi Otak dan (Learning Disabilities) 
 Disfungsi otak dan cacatneurologist secara umum ditemukan 
pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan 
dibandingkan pada umunya, banyak kejahatan kekerasan 
kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan 
seiring dengan terganggunya self- control. 
d. Fakor Genetik  
 Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi 
terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang 
dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan mereka menemukan 
bahwa pada identical twins (kembar yang dihasilkan dalam suatu 
telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika 
pasangan melakukan kejahatan, maka 500 % pasangannya juga  
melakukan. 
2. Teori Kriminologis Presfektif Psikologi 
a. Teori Psikoanalisis  
Teori Psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan 
delinquent dan prilaku criminal dengan suatu ‘conscience’ (hati 
nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan 
perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol 
dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari 
psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin, hasil 
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dari “an overactive consience” yang menghasilkan perasaan 
yang bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu 
dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. 
b. Kekacauan mental (mental disorder) 
Mental disorder yang sebagaian besar dialami oleh penghuni 
lembaga pemasyarakatan, oleh philipe pinal seorang dokter 
prancis sebagai manie sans delire atau oleh dokter inggris 
bernama James C. Prichard sebagai “moral incanity” dan oleh 
Gina Lomborso sebagai “irresistble atavistic inpluses”. Pada 
dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu 
kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mempuan belajar 
dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah 
merasa bersalah. 
c. Pengembangan Moral (Developmen Theory) 
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh 
dalam tahap preconventional satage atau tahap pra 
konvensional, dimana aturan moral dan nilai nilai moral tersebut 
terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari 
hukuman.   
d. Pembelajaran Sosial (sosial Learning Theory) 
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku 
dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimanapun 
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semua prilaku non-deliquen. Tingkah laku dipelajari jika ia 
diperkuat. 
3. Teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis. 
a. Teori – teori Anomie  
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim ( 1858 – 1917 ). 
Menekan kan pada “normaleses, lessens control” yang berarti 
pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial 
yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral, 
yang menyebabkan individu Teori Penyimpangan Budaya 
(cultural Deviance Theoris) 
b. Teori penyimpangan budaya terbentuk antara 1925 dan 1940. 
Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan kekuatan 
sosial yang menyebabkan orang melakukan kejahatan kriminal. 
Sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan 
kerapkali terjadi konflik norma dalam pegaulan. 
c. Teori kontrol sosial (control social theory) 
Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal 
pengendalian tingkat laku manusia. Sementara itu, pengertian 
teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan deliquency dan 






F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
   Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu : 
1. Upaya Pre-Emtif  
Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. seperti, menanamkan 
nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi. 
2. Upaya Preventif  
Adalah usaha yang dilakukan untuk mengahadapi pelaku kejahatan 
sebagai tindak lanjut dari upaya preventif, namun masih dalam 
tatanan pencegahan. Dalam upaya preventif yang tekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan serta 
perlindungan sosial. 
3. Upaya Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan. 
Misalnya :  
a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat : sanksi 
diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan 
tidak dihargai di dalam masyarakat. 
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b. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana 
positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. 
Hukuman bisa terbentuk pidana berbentuk pidana kurungan, 



















                                                             





   
A. Lokasi Penelitian  
 Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa karena 
Kabupaten Gowa sebagai salah satu Kabupaten di provinsi 
Sulawesi Selatan yang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak terus 
meningkat tiap tahunnya pada khususnya bentuk kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Selain itu 
Kabupaten Gowa yang memungkinkan penulis untuk 
mendapatakan data mengenai obyek penelitian yang dilakukan 
oleh penulis. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
  Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan 
Pada penelitian ini penulis menelaah data-data sekunder 
berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan peraturan 






2. Penelitian Lapangan (Wawancara) 
Untuk mendapatkan data yang lebih konkret, penulis melakukan 
wawancara secara langsung kepada responden yang terkait 
dengan penelitian ini 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden, 
dalam hal ini pihak terkait yaitu aparat penegak hukum. 
2. Data Sekunder yaitu data yang sebelumnya telah ada atau 
diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku 
dokumen, arsip serta peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
D. Teknik Analisis Data  
 Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan  analisis kualitatif, 
selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan 











A. Hasil Penelitian 
 Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten yang cukup 
banyak penduduknya dan juga merupakan tempat perdagangan 
untuk semua kebutuhan manusia. Dalam menjalankan segala 
aktifitasnya, terkadang masyarakat kabupaten Gowa sering 
menjumpai beberapa gejala sosial yang berdampak pada terjadinya 
tindakan kriminal, diantaranya adalah kejahatan terhadap anak 
pada umumnya. Jika diamati secara seksama, begitu banyak 
tindakan kejahatan yang terjadi di kabupaten Gowa, namun penulis 
lebih menghususkan dan memfokuskan pada tindak kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di kabupaten Gowa. 
Kejahatan terhadap anak khususnya pemerkosaan yang 
merupakan salah satu problem masyarakat yang menganggu 
ketemtraman dalam pergaulan hidup masyarakat Kabupaten Gowa 
perlu ditekan dengan berbagai upaya, hal ini merupakan tanggung 







 Sebelum lebih jauh membahas tentang kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak di Kabupaten Gowa maka penulis memperoleh data pelaku 
kejahatan terhadap anak dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian 
Resort Gowa (Polres Gowa). Dari jumlah kasus kejahatan terhadap anak 
yang terjadi di Kabupaten Gowa selama jangka waktu tahun 2013 sampai 
tahun 2015 tercatat beberapa kejahatan terhadap anak, Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 (satu) sebagai berikut : 
Tabel 1 : 





Bentuk kejahatan terhadap anak  
Jumlah 
kasus Pemerkosaan Penganiayaan Pembunuhan 
2013 56 40 1 97 
2014 13 30 - 43 
2015 45 32 1 78 
Jumlah 114 102 2 218 
Sumber Data : Polres Gowa, tahun 2016 
Memperhatikan tabel satu nampak bahwa bentuk kejahatan terhadap 
anak di Kabupaten Gowa dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 
berjumlah 218 kasus, dijelaskan dengan presentase untuk bentuk 
kejahatan adalah sebagai berikut : 
1. Pemerkosaan dengan jumlah kasus dari tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2015 sebanyak 114 kasus dengan presentase 52,29 % dari 
jumlah keseluruhan kasus. 
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2. Penganiayaan dengan jumlah kasus dari tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2015 sebanyak 102 kasus dengan presentase 42,78 % dari 
jumlah keseluruhan 218 kasus. 
3. Pembunuhan dengan jumlah kasus dari tahun 2013 dampai dengan 
tahun 2015 sebanyak 2 kasus dengan presentase 0,9 % dari jumlah 
kasus keseluruhan 218 kasus. 
 Berdasarkan gambaran mengenai bentuk kejahatan kekerasan 
terhadap anak di Kabupaten Gowa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 
nampak bahwa pemerkosaan dengan jumlah 114 kasus kemudian 
penganiayaan dengan jumlah 102 kasus dan pembunuhan dengan 
jumlah 2 kasus. 
 Hal ini membuktikan bahwa bentuk  kejahatan terhadap anak di 
Kabupaten Gowa dari tahun 2013 sampai tahun 2015 di dominasi 
pemerkosaan dengan jumlah kasus terbanyak kemudian penganiyaan 
dan yang terakhir pembunuhan.24 
 Banyaknya kejahatan khususnya kasus pemerkosaan terhadap anak 
yang terjadi di Kabupaten Gowa karena di pengaruhi adanya beberapa 
faktor, antara lain : 
1. Kurangnya perhatian masyarakat, untuk melaporkan bila ada terjadi 
kejahatan terhadap anak tersebut, dan 
2. Tidak adanya saksi. 
                                                             
24 Data Ruangan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Kantor Polres Gowa 
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3. Faktor internal yaitu keluarga, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, 
agama/moral 
4. Faktor eksternal, meliputi lingkungan sosial, perkembangan ipteks, 
kesempatan25 
Pelaku kejahatan kekerasan khususnya kasus pemerkosaan terhadap 
anak di Kabupaten Gowa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 
yang penulis peroleh dari catatan registrasi polres Gowa 
1. Data Pendidikan Pelaku 
2. Data Status Sosial Pelaku 
Data pendidikan pelaku kekerasan permerkosaan terhadap anak 
berdasarkan tingkat pendidikan pelaku selama tahun 2013 sampai 
dengan thaun 2015 di Kabupaten Gowa adalah seperti yang terperinci 










                                                             
25 Hasil Wawancara dengan Brigpol Anzar.G/85041071 selaku penyidik PPA, Polres Gowa 
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Tabel 2 : 
Data Pendidikan pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di 










SMP SMA Sarjana  
2013 11 3 3 6 - 23 
2014 9 1 1 6 - 17 
2015 33 5 6 30 - 74 
Jumlah 53 9 10 42 - 114 
Sumber Data : Polres Gowa, Tahun 2016 
Berdasarkan tabel 2 tersebut jumlah pelaku kejahatan kekerasan 
pemerkosaan terhadap anak di kabupaten Gowa dari tahun 2013 sampai 
dengan 2015 adalah berjumlah 114 orang, dijelaskan tentang tingkat 
pendidikan tersebut adalah : 
1. Tidak sekolah adalah berjumlah 53 orang dengan presentase 
sebesar 46,49 % dari jumlah keseluruhan pelaku kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak. 
2. Pernah sekolah pada tingkat SD adalah berjumlah 9 orang dengan 
presentase 7,8 % dari jumlah keseluruhan pelaku kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak. 
3. Pernah sekolah pada tingkat SMP adalah berjumlah 10 orang 
dengan presentase 8,77 % dari jumlah keseluruhan pelaku 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak. 
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4. Pernah sekolah pada tingkat SMA adalah berjumlah 42 orang 
dengan presentase 36,84 % dari jumlah keseluruhan pelaku 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak. 
 Memperhatikan tabel 2 tersebut tergambarkan pelaku kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa dalam jangka waktu 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang paling banyak adalah 
mereka yang tidak sekolah  yaitu sebanyak 53 orang, kemudian 
menyusul yang tingkat SMA yakni sebanyak 42 orang. Selanjutnya 
yang mempunyai tingkat pendidikan SMP tercatat 10 orang, yang 
berpendidikan SD hanya 9 orang, dan yang berpendidikan perguruan 
tinggi tidak pernah ada pelakunya yang melakukan kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa pada 3 tahun 
terakhir. 
 Berdasarkan data tersebut bahwa di Kabupaten Gowa 
memperlihatkan indikasi bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan, 
semakin cenderung menurun tingkat kejahatan pemerkosaan terhadap 
anak. Begitupun sebaliknya, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan 
semakin rendah tingkat pendidikan semakin cenderung meningkat 
tingkat kejahatan pemerkosaan terhadap anak. 
 Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap 
masalah kriminalitas. Namun hal ini tidak bersifat mutlak sebab faktor-
faktor lain yang tidak dapat di abaikan perananya. Akan tetapi data 
yang di uraikan telah menunjang pembuktian bahwa tidak seorang 
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pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang berpendidikan 
tingkat perguruan tinggi selama jangka waktu tersebut. 
Tabel 3. 
Data Status pekerjaan pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap 






PNS Karyawan Pedagang Buruh Tunah 
Karya 
2013 - 3 3 9 5 20 
2014 1 3 5 9 1 18 
2015 - 7 7 24 38 76 
Jumlah 1 13 15 42 43 114 
Sumber Data : Polres Gowa, Tahun 2016 
 Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak berdasarkan status sosial berjumlah 114 orang di 
kabupaten Gowa selama Tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan 
presentase untuk tiap tingkat status pekerjaan adalah sebagai berikut : 
1. Pelaku yang berstatus pekerjaan sebagai PNS berjumlah 1 orang 
dengan presentase 0,8 % dari jumlah pelaku kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak. 
2. Pelaku yang berstatus pekerja karyawan berjumlah 13 orang dengan 




3. Pelaku yang berstatus pekerja pedagang berjumla 15 orang dengan 
presentase 13,15 % dari jumlah pelaku kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak. 
4. Pelaku yang berstatus pekerjaa sebagai buruh 42 orang dengan 
presentase 36,84 % dari jumlah pelaku kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak. 
5. Pelaku yang berstatus sosial tuna karya/pengangguran berjumlah       
orang 43 dengan presentase 37,71 % dari jumlah pelaku kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak. 
  Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa presentase dari tiap 
tingkatkatan status pekerja sebagai tuna karya dan buruh memiliki 
presentase yang tinggi ini berarti bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak di Kabupaten Gowa selama Tahun 2013 sampai 2015, 
sedangkan selebihnya yaitu berstatus sebagai PNS, Karyawan dan 
pedagangan lebih sedikit melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap 
anak selama 2013 sampai dengan 2015. 
  Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat status pekerjaan 
seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan khususnya 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak semakin kecil dan sebaliknya 
semakin rendah status pekerjaan seseorang kecenderungan untuk 
melakukan kejahatan semakin besar.26 
 
                                                             
26 Data Ruangan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Kantor Polres Gowa 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Terhadap 
Anak Di Kabupaten Gowa 
 Sebagai mana diketahui bahwa kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi 
pembicaraan di mana-mana, yang mengenai faktor penyebab beraneka 
ragam. Hal tersebut merupakan fenomena sosial yang di hadapi 
masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di daerah 
pedesaan. 
  Berdasarkan wawancara penulis dengan 
Hendrik,A.Md.IP.S.Sos.M.H. Selaku Kepala Registrasi Lapas Kelas I 
Makassar, bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa antara lain yaitu 
ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan Kesempatan.27 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Muhammad Rival Selaku 
narapidana pemerkosaan anak yang berada di lembaga 
pemasyarakatan kelas 1 pendidikan terakhir SMA Batara Kabupaten 
Gowa, Tempat tinggal Kabupaten Gowa, umur 20 tahun, agama islam, 
hukuman pidana penjara 6 tahun 2 bulan sudah berjalan 1 tahun 8 
bulan, bahwa faktor penyebab dia melakukan pemerkosaan terhadap 
anak karena tidak di restui oleh orang tua perempuan.28 
                                                             
27 Hasil Wawancara dengan Hendrik,A.Md.IP.S.Sos.M.H. Selaku Kepala Registrasi Lapas Makassar 
Kelas I tanggal 8 Februari 2016 




 Berdasarkan wawancara penulis dengan Aldi Nambo Selaku 
narapidana pemerkosaan anak yang berada di lembaga 
pemasyarakatan kelas 1 pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal 
Kabupaten Gowa, umur 27 tahun, agama islam, hukuman pidana 
penjara 10 tahun 3 bulan sudah berjalan 4 tahun, bahwa faktor 
penyebab dia melakukan pemerkosaan terhadap anak karena 
pelakunya minum alkohol.29 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Rasdin  Selaku 
narapidana pemerkosaan anak yang berada di lembaga 
pemasyarakatan kelas 1 pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal 
Kabupaten Gowa, umur 23 tahun, agama islam, hukuman pidana 
penjara 9 tahun sudah berjalan 3 tahun, bahwa faktor penyebab dia 
melakukan pemerkosaan terhadap anak karena korbannya memakai 
pakaian yang memancing pelaku untuk melakukan perbuatan 
persetubuhan.30 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Aco Selaku tahanan 
pemerkosaan anak yang berada di polres Gowa, pendidikan terakhir 
SMA, tempat tinggal Kabupaten Gowa, umur 30 tahun, agama islam, 
penahanan 20 hari, bahwa faktor penyebab dia melakukan 
pemerkosaan terhadap anak karena adanya kesempatan dan pakaian 
korban menggoda, dimana pelaku memaksa korban untuk 
                                                             
29 Hasil Wawancara dengan Aldi Nambo selaku Narapidana Pemerkosaan Anak tanggal 8 Februari 
2016 




berhubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di dalam 
mobil.31 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Sarifuddin  Selaku 
tahanan pemerkosaan anak yang berada di polres Gowa, pekerjaan 
petani dan buruh bangunan, Tempat tinggal Kabupaten Gowa, umur 25 
tahun, agama islam, penahanan 15 hari, bahwa faktor penyebab dia 
melakukan pemerkosaan terhadap anak karena kesempatan dimana 
pelaku masuk kedalam rumah korban dan mencekik leher korban 
sehingga pingsan.32 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Sainal  Selaku 
tahanan pemerkosaan anak yang berada di polres Gowa, pekerjaan 
swasta, Tempat tinggal Kabupaten Gowa, umur 45 tahun, agama islam, 
penahanan 20 hari, bahwa faktor penyebab dia melakukan 
pemerkosaan terhadap anak karena adanya kesempatan dimana pada 
saat korban tidur dikamar, pelaku masuk kedalam kamar tidur korban 
dan melakukan hubungan badan, Korban adalah anak tiri pelaku.33 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan Brigpol Anzar.G/ 
85041071, Selaku penyidik PPA (Pelindungan Perempuan dan Anak) 
pada polres Gowa wawancara, bahwa ada beberapa faktor penyebab 
terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa 
antara lain:  
                                                             
31 Hasil Wawancara dengan Aco  selaku Tersangka Pemerkosaan Anak tanggal 8 Februari 2016 
32 Hasil Wawancara dengan Sarifuddin  selaku Tersangka Pemerkosaan Anak tanggal 8 Februari 
2016 




1. Faktor pendidikan  
2. Faktor kurang menghayati ajaran agama 
3. Faktor peranan korban  
4. Faktor tekanan jiwa 
 Keempat faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak di Kabupaten Gowa tersebut, sebagaimana di 
kemukakan responden. Oleh karna itu, perlu di teliti dan dikaji lebih 
lanjut dengan mengadakan pendekatan dari segi kriminologi. 
1. Faktor Pendidikan 
 Tidak dapat sangka bahwa peranan pendidikan sangat besar 
pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. 
Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam 
menghadapi problem sosial disekitarnya. Sebaliknya, indvidu yang 
berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial 
dimana ia berada. Hal ini mungkin disebabkan mencari nafkah, 
kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi 
sosialnya. 
 Menurut pandangan ahli kriminologi bahwa, kejahatan dan 
deliguensy dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya 
pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya 




 Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lembat 
laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama 
pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi teransformasi nilai-
nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi berikutnya. 
 Dengan demikian sekolah memang mempunyai peranan 
penting dalam kehidupan setiap diri manusia di bandingkan 
lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan oleh ahli 
kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk 
manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan 
kesejahteraan bangsa. Di samping itu sekolah pun berfungsi 
sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya 
kejahatan. 
 Satu hal yang perlu di kemukakan bahwa, walaupun 
pendidikan kurang berhasil namun tidak secara mutlak dapat 
dikatakan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak di Kabupaten Gowa. 
2. Faktor kurang menghayati ajaran agama 
 Faktor ini sangat penting dapat mempengaruhi seseorang 
untuk melakukan perbuatan jahat, karna faktor ketaatan baragama 
paling berperan untuk melihat tingkat kesadaran hukum. Seseorang 
sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima 
kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada 
ajaran agama, dan selalu mempraktekannya dalam kehidupannya 
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pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibandingkan 
dengan orang-orang yang kurang mengahayati ajaran agamanya. 
 Dengan demikian ketaatan bagi setiap manusia merupakan 
faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingka laku 
seseorang. Demikian pulah ketaatan beribadah orang tua sangat 
berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam 
sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat. 
 Hal tersebut sudah merupakan tolak ukur bagi masyarakat 
bahwa orang yang pernah mempelajari ajaran agama secara 
mendalam adalah orang tersebut selalu bebuat kabaikan. 
3. Faktor Peranan Korban 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 
pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak, beberapa pelaku 
mengatakan bahwa mereka terdorong melakukan perbuatan itu 
karna anak itu sendiri yang menampakan apa yang ada pada 
dirinya, memakai pakaian yang kurang wajar yang menampakkan 
aurat yang mengundang pelaku untuk melakukan pemerkosaan 
terhadap anak tersebut. 
 Peranan korban ini terkait dengan posisi korban dalam 
hubungannya dengan pelaku artinya sudah ada relasi terlebih 
dahulu antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantaranya 
korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka 
presentase cukup kecil. Pelaku menjadi gambaran yang wajar, 
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sementara korban juga memerankan dirinya sebagai faktor 
kriminogen artinya sebagai pendorong langsung terhadap terjadinya 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak. 
4. Faktor tekanan jiwa 
  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
pelaku yang melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak 
karena tekanan jiwa/stres, namun pelaku sendiri tidak tahu menahu 
mengapa kejahatan itu dilakukan. Salah seorang pelaku saat 
diperiksa oleh penyidik menyatakan bahwa kejahatan yang 
dilakukan semata-mata tidak ada niat hanya saja pada waktu 
terjadinya kejahatan yang menjadi korban adalah anaknya sendiri34. 
  Dan penambahan Brigpol Anzar.G / 85041071 selaku penyidik 
PPA polres Gowa wawancara mengatakan bahwa terjadinya 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak karena adanya faktor-faktor 
yaitu faktor psikis/kejiwaan. Misalnya anak keluar dimalam hari 
tanpa minta izin ke orang tuanya, pelaku yang mabuk-mabukkan 
melihat korban yaitu anak yang sedang mengerjakan tugasnya di 
warnet kemudian memanggilnya dengan bujukan dan dibawa 
ketempat sepi dan  terjadi pemerkosaan terhadap seorang anak.35  
 
                                                             
34 Hasil Wawancara dengan Brigpol Anzar.G/85041071 selaku penyidik PPA, Polres Gowa Tanggal 
8 Februari 2016 
35 Hasil Wawancara dengan Brigpol Anzar.G/85041071 selaku penyidik PPA, Polres Gowa Tanggal 
8 Februari 2016  
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C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait 
Khususnya Aparat Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan  
 Perbuatan kejahatan adalah suatu perbuatan yang 
meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang 
menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karnanya harus 
diadakan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak 
yang semakin meluas. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan 
hanya merupakan hayalan belaka sebab masih ada manusia sebagai 
makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga 
selama itu pula masih ada yang namanya kejahatan. 
 Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada 
mencoba mendidik penjahat itu menjadi lebih baik. Tetapi hal ini 
tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak akan pernah 
kembali. Sehubungan dengan hal tersebut.36 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan 
Hendrik,A.Md.IP.S.Sos.M.H. Selaku Kepala Registrasi Lapas Makassar 
Kelas I, bahwa ada beberapa upaya penanggulangan terjadinya 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa antara lain 
yaitu Siraman rohani, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan 
Makasssar sendiri tidak terfokus ke pemerkosaan tapi keseluruhan di 
panggil ke mesjid dzikir asmaulhusnah dan siraman rohani.   
                                                             
36 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, hlm. 27 
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        Apabila terdapat tahanan baru yang memperkosa anak-anak, maka 
mayoritas pidana penjaranya lebih lama, karena memperkosa anak yang 
berumur 18 tahun kebawah bukan saja melanggar Pasal 285 KUHP tetapi 
juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. 
kalau orang kampung paradigmanya yang penting hasratnya terpenuhi, 
terserah mau anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang penting 
hasratnya terlampiasakan selesai dia melakukan itu baru dia tahu, 
contohnya korban umur 18 tahun ke atas sanksinya Pasal 285 KUHP, di 
bawah 18 tahun sanksinya Pasal 285 dan Undang–Undang perlindungan 
anak, kalau di lapas sendiri narapidana pemerkosaan anak mayoritas 
pidana penjara diatas 10 tahun, dan di beritahukan juga kepada 
narapidana bagaimanma kalau kasus ini terjadi sama anak dan istri mu 
serta pendidikan terakhir pelaku mayoritas SMA dan SMP.37. 
        Secara umum konsepsi penanggulangan kejahatan dilakukan 
dengan cara metode moralistik dan metode abolisionistik. Metode 
moralistik artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk 
mental, spiritual yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh pendidik, para 
ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya. Dan selain itu dapat juga dilakukan 
metode abolisionistik yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara 
konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian 
kriminologi, dengan menggali unsur-unsur penyebabnya kejahatan. 
Metode penanggulangan ini secara konsepsional akan lebih efektif jika 
                                                             
37 Hasil Wawancara dengan Hendrik,A.Md.IP.S.Sos.M.H.  Selaku Kepala Registrasi Lapas Makassar 
Kelas 1 Tanggal 8 Februari 2016 
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disertai oleh metode operasional yaitu pencegahan yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian.38  
       Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu :  
a. Upaya Preventif 
 Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan 
penanggulan yang meliputi proses prencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk 
mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial 
yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara, dan 
meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan 
dalam bentuk sistem keamanan swakarsa. 
b. Upaya Represif  
 Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya 
pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan 
pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap 
tersangka,terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum 
dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari 
penindakan adalah membina membimbing sehingga tercipta suatu 
kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama dan 
perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum serta norma-norma yang berlaku.39 
                                                             
38 Abdulsyani, Opcit, hlm. 27 
39 Hasil Wawancara dengan Brigpol Anzar.G/85041071 selaku penyidik PPA, Polres Gowa Tanggal 
8 Februari 2016 
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 Selain dari upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi 
kejahatan, ada pula upaya yang lain yaitu upaya khusus (rahabilitasi). 
Upaya khusus rehabilitasi ini dilakukan setelah upaya represif 
(penindakan) yaitu dengan jalan sebagai berikut : 
1. Memberikan bimbingan dan pengarahan sosial yang sistemastis dan 
kontinyu bagi para pelaku, yang langsung dibawakan oleh psikiater 
psikologi dan lain sebagainya agar para pelaku memiliki kesadaran 
yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan yang dinilai dan dapat 
merugikan masyarakat dan anak pada khususnya. 
2. Mengadakan pengaturan pada para pelaku dalam suatu kesatuan 
kerja. Agar mereka dapat menjadi produktif dan tidak lagi melakukan 
tindakan-tindakan kejahatan baik kejahatan secara umum maupun 
dalam lingkungan keluarga terutama pada anak.40 Dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Sahetapy menjelaskan bahwa 
penanggulangan tersebut meliputi empat segi penggerapan yaitu : 
a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan 
memulai penelitian tentang pola-pola kejahatan khusus dari 
penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan 
berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka 
disusunlah program penanggulan kejahatan yang diarahkan pada 
penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan, sasaran 
                                                             
40 Ibid, hlm. 27 
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penanggulangan terhadap objek tersebut dapat dilakukan dengan 
dua cara : 
1. Sistem abolisioristik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan 
menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya. 
Apabila diketahui sasarannya maka penggarapannya 
dilakukan terarah pada suatu faktor yang dianggap kriminogen. 
2. Sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui 
penerangan keagamaan seperti khotbah, dakwah, melalui 
ulama-ulama dan lain-lainnya. 
b. Meningkatkan kemantapan melalui pembinaan hukum dan aparat 
penegak hukum. 
c.  Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat. 
d. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan kekerasan 














Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pembahasan, maka 
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Faktor – faktor terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap 
anak di Kabupaten Gowa adalah : 
a. Faktor pendidikan 
b. Faktor kurang menghayati ajaran agama 
c.  Faktor peranan korban  
d. Faktor tekanan jiwa/stres 
e. Faktor adanya kesempatan 
2. Upaya – upaya dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan 
terhadap anak adalah : 
a. Upaya preventif, yaitu pembinaan pendidikan dan 
penyadaran terhadap masyarakat umum dan khususnya 
masyarakat Kabupaten Gowa,  
b. Upaya represif atau penindakan yaitu usaha yang 
menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan 
kejahatan yang sedang terjadi. Misalnya melakukan 




c. Upaya khusus rehabilitasi kepada pelaku dan korban 
kejahatan 
B. Saran 
1. Memperhatikan kesimpulan tersebut berkenan dengan 
kejahatan pemerkosaan terhadap anak yaitu bahwa dalam 
mengantisipasi kejahatan tersebut hendaknya ada penanganan 
terhadap solusi dan terhadap faktor-faktor terjadinya 
pemerkosaan. 
2. Perlu adanya pendidikan formal dan informal bagi masyarakat 
pada umumnya dan keluarga pada khususnya. 
3. Adanya penyuluhan hukum secara berkesinambungan bagi 
masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum. 
4. Pemerintah menyiapkan sarana pendidikan untuk ekonomi 
kelas bawah. 
5. Pemerintah menciptakan lapangan kerja khususnya di 
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